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ABSTRAK

MENGUKUR KEBERHASILAN STRATEGI PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KAWASAN INDONESIA TIMUR

Oleh
MUHAMMAD ARIF PRASTYADI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari strategi pengentasan
kemiskinan yang dirumuskan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) seperti strategi pengentasan kemiskinan melalui bantuan
sosial yang diproksikan dengan jumlah nominal bantuan sosial dan jumlah
penerima bantuan sosial, strategi pengentasan kemiskinan melalui peningkatan
akses layanan dasar yang diproksikan dengan angka partisipasi sekolah dan angka
harapan hidup, strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat
yang diproksikan dengan tingkat partisipasi tenaga kerja formal dan jumlah usaha
mikro dan kecil (UMK), strategi pengentasan kemiskinan melalui pembangunan
inklusif yang diproksikan dengan tingkat ketimpangan dan tingkat partisipasi
angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Data
variabel dependen tingkat kemiskinan (PO) dan data variabel-variabel independen
yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik. Sampai dengan tahun 2022,
dari 13 provinsi di kawasan Indonesia Timur, terdapat 9 provinsi yang memiliki
tingkat kemiskinan lebih tinggi dari rata-rata nasional sehingga 9 provinsi ini
menjadi fokus dalam analisis penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah
analisis data panel dinamis menggunakan Generalized Method of Moment (GMM).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, terdapat
pengaruh yang signifikan dari jumlah nominal bantuan sosial, jumlah penerima
bantuan sosial, partisipasi tenaga kerja formal dan tingkat ketimpangan terhadap
tingkat kemiskinan. Dalam jangka panjang, terdapat pengaruh yang signifikan dari
jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan
angka partisipasi sekolah, angka harapan hidup dan tingkat partisipasi angkatan
kerja tidak berpengaruh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang
terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur.

Kata Kunci: Kemiskinan, Strategi Pengentasan Kemiskinan, Indonesia Timur,
Generalized Method of Moment



ABSTRACT

MEASURING THE EFFECTIVENESS OF POVERTY ALLEVIATION
STRATEGIES IN EASTERN INDONESIA

By
MUHAMMAD ARIF PRASTYADI

This study aims to examine the impact of poverty alleviation strategies formulated
by the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K),
including: poverty alleviation through social assistance—proxied by the total
amount of social assistance and the number of beneficiaries; poverty alleviation
through improved access to basic services—proxied by school participation rates
and life expectancy; poverty alleviation through community empowerment—
proxied by the formal labor force participation rate and the number of micro and
small enterprises (MSEs); and poverty alleviation through inclusive development—
proxied by the inequality rate and labor force participation rate—on poverty levels
in Eastern Indonesia. Data on the dependent variable (poverty rate, PO) and the
independent variables were obtained from Statistics Indonesia (BPS). As of 2022,
9 out of 13 provinces in Eastern Indonesia had poverty rates above the national
average. These 9 provinces became the focus of this study's analysis. The analytical
method used is dynamic panel data analysis employing the Generalized Method of
Moments (GMM). The results show that in the short term, the total amount of social
assistance, the number of beneficiaries, the formal labor force participation rate,
and the inequality rate have a significant effect on poverty levels. In the long term,
the number of micro and small enterprises (MSEs) significantly affects poverty
levels. Meanwhile, school participation rates, life expectancy, and labor force
participation rates do not have a significant effect on poverty levels in Eastern
Indonesia in either the short or long term.

Keywords: Poverty, Poverty Alleviation Strategies, Eastern Indonesia, Generalized
Method of Moment
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. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Agenda 2030 dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau
Sustainable Development Goals (SDGs) memberikan kerangka kerja yang telah
dijanjikan untuk dipenuhi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB). SDGs meneruskan pekerjaan yang dimulai oleh Milenium Development
Goals (MDGs) yang mendorong kampanye global dari tahun 2000-2015 untuk
mengakhiri kemiskinan dalam berbagai dimensinya. SDGs berfokus pada
pembangunan global dan keberlanjutan, serta menunjukkan pemahaman bahwa
lingkungan hidup bukanlah sebuah tambahan atau lawan dari pembangunan
berkelanjutan melainkan landasan yang mendasari semua tujuan lainnya
(Woodbridge, 2015).

Mengutip halaman resmi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), terdapat 17 SGDs/TPB dengan masing-masing targetnya, yakni (1)
penghapusan kemiskinan, (2) penghapusan kelaparan, (3) menjamin kehidupan
yang sehat dan sejahtera, (4) pendidikan yang bermutu, (5) kesetaraan gender, (6)
akses air bersih dan sanitasi yang layak, (7) energi bersih yang terjangkau, (8)
pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) penguatan industri, inovasi dan
infrastruktur, (10) pengurangan kesenjangan, (11) pembangunan kota dan
permukiman berkelanjutan, (12) pola konsumsi dan produksi yang bertanggung
jawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) pelestarian ekosistem laut, (15)
perlindungan ekosistem darat, (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang
tangguh, serta (17) kemitraan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

SDGs 1 mengharuskan negara-negara untuk mengakhiri segala bentuk
kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dengan berbagai
penyebab, di antaranya tingkat pengangguran yang tinggi, keterpinggiran sosial,

serta kerentanan kelompok masyarakat tertentu terhadap bencana, penyakit dan



berbagai kondisi lain yang membatasi produktivitas mereka (United Nations,
2023a). Lebih lanjut, kemiskinan itu sendiri mengacu pada kurangnya kebutuhan
fisik, aset dan pendapatan. Kemiskinan dapat dipisahkan dari dimensi kekurangan
lainnya, seperti keterbatasan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan,
meskipun keempatnya saling berkaitan dan saling memengaruhi (Chambers, 1995).

Kemiskinan masih menjadi masalah yang problematis di Indonesia,
meskipun kemiskinan sudah relatif berkurang sejak pasca krisis. Krisis keuangan
Asia pada tahun 1998 diakui sebagai fenomena yang menyebabkan peningkatan
angka kemiskinan beserta agregatnya. Namun, melalui kebijakan pengentasan
kemiskinan, Indonesia bisa pulih meski tren kemiskinan masih sedikit berfluktuasi
(Idrus & Rosida, 2020).
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Gambar 1. Kondisi Kemiskinan di Indonesia Secara Umum Tahun 2022

Gambar 1 merepresentasikan kondisi kemiskinan di Indonesia tahun 2022
secara keseluruhan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik,
tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2022 diduduki oleh Provinsi Papua dengan
26,56 persen penduduknya dikategorikan sebagai penduduk miskin, kemudian
disusul oleh Provinsi Papua Barat sebesar 21,33 persen, Provinsi Nusa Tenggara

Timur sebesar 20,05 persen dan Provinsi Maluku sebesar 15,97 persen.



Kemiskinan provinsi di wilayah Timur rata-rata secara statistik lebih buruk
dibandingkan dengan kemiskinan di wilayah Barat sehingga jika Indonesia ingin
memberantas kemiskinan, pertama-tama Indonesia harus memfokuskan program
pengentasan kemiskinannya di wilayah timur (Miranti & Resosudarmo, 2005).

Kemiskinan yang tinggi di Indonesia Timur dapat disebabkan oleh pola
perekonomiannya. Beberapa penelitian menyoroti peran sektor pertanian yang
masih menjadi sektor dominan di Indonesia Timur. Namun, sektor tersebut kurang
mendorong pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan nilai tambah dan harga
komoditas produk pertanian sangat rendah, serta harganya tertekan di pasar
internasional (Arham, 2020). Selain itu juga, sebagaian besar masyarakat di
kawasan Indonesia Timur masih hidup dalam kekurangan akses dan konektivitas
serta keterisolasian (Sandee, 2016), sehingga secara umum dengan kurangnya akses
terhadap infrastruktur akan menghambat usaha rumah tangga di Indonesia (Gibson
& Olivia, 2010).

Kendala infrastruktur akan menurunkan daya saing dan menjadi hambatan
bagi pembangunan ekonomi serta hambatan utama dalam pengentasan kemiskinan.
Dalam bukunya, Keynes (1936) berpendapat bahwa dalam perekonomian yang
ditandai dengan depresi dan kegagalan pasar, diperlukan belanja publik yang tinggi
untuk menyesuaikan perekonomian kembali ke tingkat lapangan kerja yang tinggi.
Hal ini berarti investasi pemerintah yang tinggi di bidang infrastruktur akan
meningkatkan pendapatan nasional, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Secara konseptual, investasi infrastruktur sangat penting untuk mencapai
pembangunan ekonomi serta meningkatkan dan menyediakan layanan atau akses
bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan peluang ekonomi untuk keluar dari
kemiskinan dan berkontribusi pada pertumbuhan (Meilvidiri et al., 2020).

Kawasan Indonesia Timur mempunyai potensi kekuatan ekonomi berupa
ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Kemiskinan di Indonesia Timur
merupakan permasalahan yang krusial mengingat angka kemiskinan dari tahun ke
tahun masih tergolong tinggi meski angka kemiskinan mengalami penurunan. Oleh
karena itu, pembangunan ekonomi di Indonesia Timur harus lebih inklusif dengan

mengutamakan pembangunan ekonomi lokal yang bersumber dari sumber daya



alam yang akan melibatkan masyarakat sehingga diharapkan dapat mengatasi
penurunan jumlah penduduk miskin (Febriandika et al., 2022).

Program-program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan pangan dan
subsidi energi hanya dirancang untuk meningkatkan daya beli rumah tangga dan
kemudian pemerintah mengembangkan program-program yang lebih maju, seperti
bantuan tunai bersyarat, bantuan sekolah dan bantuan iuran asuransi kesehatan
untuk mengatasi kemiskinan jangka panjang dengan meningkatkan kualitas sumber
daya manusia (Nugroho et al., 2021). Dalam mengentaskan kemiskinan diperlukan
adanya peningkatan pada produktivitas tenaga kerja, khususnya di pedesaan. Hal
ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan
(Arham, 2020). Penanggulangan kemiskinan harus ditunjang dengan kemampuan
individu agar dapat memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Aksesibilitas
masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pengentasan kemiskinan.
Kondisi kemiskinan di wilayah timur relatif lebih tinggi karena aksesibilitas
masyarakat lebih terbatas dibandingkan kawasan Indonesia Barat (Kumala, 2023).

Beberapa artikel telah meneliti keterkaitan antar SDGs khususnya SDGs 1
yakni no poverty. Berdasarkan artikel Kroll et al. (2019), SDGs 1 (no poverty) akan
memiliki hubungan yang paling sinergis dengan SDGs lainnya. Hubungan yang
paling kuat dan saling memperkuat dalam artikel tersebut adalah antara SDGs 1
dengan SDGs 3, SDGs 7, SDGs 8, dan SDGs 9. Oleh karena itu, menurut penelitian
ini pengentasan kemiskinan dan penguatan perekonomian yang berakar pada
inovasi dan infrastruktur modern terus menjadi dasar pencapaian banyak tujuan
SDGs lainnya. Artikel berikutnya yakni Barbier & Burgess (2019) dan Mainali et
al. (2018) di mana pengurangan kemiskinan (SDG1) dapat lebih didorong oleh
manfaat positif dari perbaikan air bersih dan sanitasi (SDG6). Dalam artikel lain
dari Fonseca et al. (2020) di mana studinya mengonfirmasi adanya korelasi positif
yang kuat antara SDGs 7 dengan SDGs 2, SDGs 3, SDGs 4 dan SDGs 9 yang
menyoroti pentingnya akses terhadap energi yang terjangkau dan bersih untuk
kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa dalam rangka mengurangi kemiskinan, diperlukan adanya integrasi dari
beberapa Sustainable Development Goals yang menggambarkan berbagai cara

yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, seperti SDGs 3 atau



peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan, SDGs 4 atau peningkatan
kualitas pendidikan, dan SDGs 8 atau peningkatan ketersediaan pekerjaan yang
layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pertama, dalam SDGs 1 mendorong pemberantasan kemiskinan ekstrem
bagi semua orang di mana pun pada tahun 2030. Kemiskinan ekstrem didefinisikan
sebagai kondisi ketika seseorang hidup dengan pendapatan di bawah $2,15 per
orang per hari berdasarkan paritas daya beli (PPP) tahun 2017, telah mengalami
penurunan yang luar biasa selama beberapa dekade terakhir. (United Nations,
2023a).
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Gambar 2. Tingkat Kemiskinan di 9 Provinsi di Indonesia Timur Tahun 2015-2022

Sampai dengan tahun 2022, terdapat 13 provinsi yang masuk ke dalam
kawasan Indonesia Timur dan 9 provinsi di antaranya memiliki tingkat kemiskinan
yang lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Provinsi-provinsi tersebut yakni
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua. Tingginya
tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur, tentu sudah seharusnya bagi
antarpihak terkait merumuskan kebijakan maupun program-program yang dapat
membantu mengentaskan kemiskinan.

Lebih lanjut mengenai SDGs 1, dalam poin 1.3 mendorong pelaksanaan

sistem dan langkah perlindungan sosial yang sesuai dengan tingkat nasional untuk



semua orang, termasuk kelompok rentan, dan diharapkan dapat mencapai cakupan
perlindungan sosial yang luas bagi masyarakat miskin dan rentan. (United Nations,
2023a). Dalam mendukung target SDGs 1 pada poin 1.3, pemerintah telah
merumuskan kebijakan bantuan sosial pada salah satu dari empat strategi
pengentasan kemiskinan. Data pada Gambar 3 menunjukkan besaran bantuan sosial
yang dikeluarkan oleh pemerintah dan jumlah penerima bantuan sosial tersebut.
Sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2022, besaran anggaran dan jumlah penerima
bantuan sosial masih berfluktuasi. Hal ini bergantung dari kemampuan fiskal dan
kondisi kemiskinan di daerah tersebut. Namun, masih berfluktuasinya sistem
bantuan sosial khususnya pada jumlah penerima, menunjukkan belum akuratnya
data yang diperolen pemerintah selaku perumus kebijakan terhadap kondisi
kemiskinan sesungguhnya di lapangan. Dengan demikian, diperlukan evaluasi lebih
lanjut bagi pemerintah dalam hal ini agar strategi pengentasan kemiskinan yang
telah dibuat dapat sejalan dengan target SDS 1, khususnya pada poin 1.3.
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Gambar 3. Besaran Anggaran Bantuan Sosial (kiri) dan Jumlah Penerima Bantuan
Sosial (kanan) di 9 Provinsi di Indonesia Timur

Kedua, SDGs 3 menjamin kehidupan yang sehat serta tercapainya target
peningkatan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di semua usia. Sebagian besar
penduduk dunia masih kekurangan akses terhadap layanan kesehatan penting.

Untuk menjembatani kesenjangan ini dan memastikan penyediaan layanan



kesehatan yang adil, mengatasi kesenjangan sangatlah penting. Masyarakat yang
sehat adalah fondasi perekonomian yang kuat (United Nations, 2023b).
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Gambar 4. Angka Harapan Hidup di 9 Provinsi di Indonesia Timur

Dalam mencapai tujuan dalam SDGs 3, tentu dibutuhkan sebuah
infrastruktur yang memadai agar kehidupan yang sehat dan sejahtera dapat
terwujud. Selain itu, peningkatan infrastruktur di bidang kesehatan juga mampu
meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang pada gilirannya akan mengurangi
kesenjangan bagi masyarakat dalam mendapatkan akses kesehatan. Dalam Gambar
4, sepanjang tahun 2018 sampai 2022, 9 provinsi di Indonesia Timur menunjukkan
Angka Harapan Hidup selalu meningkat. Hal ini dapat menandakan bahwa kualitas
kesehatan masyarakat di sana yang diproksikan dengan Angka Harapan Hidup
semakin membaik setiap tahunnya. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Angka
Harapan Hidup paling tinggi di antara 8 provinsi lainnya, sedangkan yang paling
rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

Ketiga, dalam SDGs 4, target yang diharapkan yakni menjamin pendidikan
berkualitas yang inklusif dan setara serta meningkatkan kesempatan belajar seumur
hidup bagi semua orang. Ketika masyarakat mendapatkan pendidikan yang
berkualitas maka mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Untuk mencapai
tujuan SDGs 4, pembiayaan pendidikan harus menjadi prioritas investasi nasional.

Selain itu, langkah-langkah seperti menjadikan pendidikan gratis dan wajib,



meningkatkan jumlah guru, meningkatkan infrastruktur sekolah dasar dan
melakukan transformasi digital juga merupakan hal yang penting (United Nations,
2023c).
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Gambar 5. Angka Partisipasi Sekolah di 9 Provinsi di Indonesia Timur

Penjelasan pada paragraf sebelumnya memberikan pemikiran bahwa
pendidikan merupakan langkah penting dalam mengentaskan kemiskinan.
Pendidikan yang berkualitas harus didukung oleh sumber daya dan infrastruktur
yang kuat. Berdasarkan Gambar 5, 8 provinsi di Indonesia Timur sudah
menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah yang tinggi, kecuali di Provinsi Papua
yang masih berada di bawah 80. Hal ini menandakan bahwa setiap tahunnya
semakin banyak anak-anak usia sekolah yang memperoleh akses pendidikan.
Terdapat Provinsi Papua yang masih sedikit tertinggal dibandingkan 8 provinsi
lainnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi para perumus kebijakan apabila
akses pendidikan dianggap penting dalam mengentaskan kemiskinan agar tidak
terjadi kesenjangan akses pendidikan di wilayah Indonesia Timur.

Keempat, dalam SDGs 8, menekankan pentingnya mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, penciptaan lapangan kerja,
serta penyediaan pekerjaan layak bagi semua orang. Pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkesinambungan diharapkan dapat mendorong kemajuan, membuka

kesempatan kerja layak bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan taraf hidup.



Pekerjaan layak sendiri mencakup peluang bagi setiap individu untuk memperoleh
pekerjaan produktif dengan penghasilan yang adil, jaminan keamanan di tempat
kerja, perlindungan sosial bagi keluarga, serta peluang pengembangan diri dan

integrasi sosial yang lebih baik (United Nations, 2023d).
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Gambar 6. Tingkat Ketimpangan (kiri) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(kanan) di 9 Provinsi di Indonesia Timur

Data pada Gambar 6 menunjukkan bahwa selama tahun 2018 sampai
dengan 2022, tingkat ketimpangan di 9 provinsi di Indonesia Timur telah
menunjukkan tren yang menurun, meskipun terdapat beberapa provinsi yang
tingkat ketimpangannya meningkat di tahun 2022. Kondisi ini sudah dapat
dikatakan sejalan dengan target SDGs 8 yang mendorong pertumbuhan ekonomi
yang inklusif, atau manfaat dari pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara
merata oleh masyarakat. Sedangkan pada tingkat partisipasi angkatan kerja di 9
provinsi di Indonesia Timur masih berfluktuasi. Hal inilah yang seharusnya dapat
menjadi perhatian agar dapat mengurangi risiko masyarakat jatuh ke dalam
kemiskinan.

Lebih lanjut mengenai SDGs 8, dalam poin 8.3 disebutkan pentingnya
mendorong kebijakan pembangunan yang mendukung aktivitas produktif,
penciptaan pekerjaan yang layak, pengembangan kewirausahaan, kreativitas dan
inovasi. Selain itu, poin ini juga menekankan perlunya mendorong formalisasi serta

pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk dengan
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memperluas akses terhadap layanan keuangan (United Nations, 2023d). Data pada
Gambar 7 cukup untuk menggambarkan capaian target dalam SDGs 8.3, di mana
terdapat tingkat partisipasi tenaga kerja formal dan jumlah usaha mikro dan kecil
(UMK). Sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, partisipasi tenaga kerja
formal di 9 provinsi di Indonesia Timur justru mengalami sedikit penurunan dari
tahun ke tahun. Kondisi ini terbalik dengan target SDGs 8.3 itu sendiri yang
mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak. Sedangkan untuk jumlah usaha
mikro dan kecil menunjukkan tren meningkat, dan sedikit menurun pada tahun
2020. Hal ini harus dapat menjadi perhatian bagi para perumus kebijakan agar
kondisi di lapangan dapat sejalan dengan target yang ingin dicapai dalam SDGs 8,

khususnya pada poin 8.3.
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Gambar 7. Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Formal (kiri) dan Jumlah Usaha Mikro
dan Kecil (kanan) di 9 Provinsi Indonesia Timur

Berdasarkan data yang telah disajikan pada beberapa grafik di paragraf-
paragraf sebelumnya, kesenjangan ekonomi dan sosial masih dialami oleh
masyarakat di Indonesia Timur. Hal tersebut ditandai dengan masih tingginya
angka kemiskinan dan pembangunan infrastruktur yang belum merata serta masih
berada di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, infrastruktur yang baik masih
sangat diharapkan untuk lebih banyak dibangun di Indonesia Timur, mengingat

sebuah infrastruktur merupakan fondasi yang kuat dalam mendukung
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ketersediaannya akses terhadap layanan dasar, membangun konektivitas
antarwilayah, serta membuka peluang terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi
menjadi lebih baik sehingga beberapa tujuan dalam Suistanable Development Goals
dapat tercapai.

Kembali pada tujuan utama dalam Suistanable Development Goals yakni
tidak ada kemiskinan, dalam penelitian ini juga akan membahas strategi-strategi
pengentasan kemiskinan. Beberapa strategi pengentasan kemiskinan telah
dirumuskan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),
di mana strategi yang pertama dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan
meningkatkan program bantuan sosial, kedua dengan meningkatkan akses terhadap
layanan dasar, ketiga dengan pemberdayaan masyarakat miskin dan keempat
dengan pembangunan inklusif.

Keberhasilan dalam SDGs yang bersifat lintas sektoral dapat dicapai dengan
baik melalui integrasi vertikal yang efektif. Hal ini berarti seluruh tingkat
pemerintahan bekerja sama untuk menyelaraskan dan mempercepat tindakan
strategis, memobilisasi sumber daya yang tepat, serta melibatkan pemangku

kepentingan utama (Woodbridge, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini disajikan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian
ini.
1) Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari strategi pengentasan kemiskinan di

Indonesia Timur?

1.3  Tujuan Penelitian
Berikut ini disajikan tujuan penelitian yang akan menjawab rumusan
masalah.
1) Melakukan penghitungan dan analisis data panel dinamis mengenai pengaruh
dari beberapa strategi pengentasan kemiskinan terhadap tingkat kemiskinan

untuk menentukan strategi yang paling tepat diterapkan di Indonesia Timur.
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1.4  Manfaat
1.4.1 Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu:

a. Memberikan manfaat bagi para pembaca tentang bagaimana pengaruh yang
ditimbulkan dari beberapa strategi pengentasan kemiskinan terhadap tingkat
kemiskinan di Indonesia Timur.

b. Memberikan manfaat bagi para pembaca mengenai seberapa efektif strategi
pengentasan kemiskinan yang telah berjalan di Indonesia, khususnya Indonesia

Timur selama periode penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu:

a. Menjadi representasi dari berbagai pihak, tidak hanya mereka yang bertanggung
jawab untuk menetapkan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga
orang-orang dalam masyarakat yang dapat merasakan konsekuensi dari
perubahan kebijakan pemerintah.

b. Bagi pemerintah, sekiranya penelitian ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan
pemerintah harus lebih giat mengembangkan sarana dan prasarana pendukung
di daerahnya untuk mengurangi tingkat kemiskinan.



1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Landasan Teori dan Konsep
2.1.1 Kemiskinan
2.1.1.1 Teori Kemiskinan
Teori lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty) digagas oleh seorang

ekonom pada masa lampau yaitu Ragnar Nurkse tahun 1953.

Ketidaksempurnaan pasar,
keterbelakangan,
ketertinggalan

Kekurangan modal

Investasi rendah
Produktivitas rendah

Tabungan rendah Pendapatan rendah

Sumber: Kuncoro (2010: 70)
Gambar 8. Lingkaran Kemiskinan

Teori ini memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan
suatu masyarakat menjadi miskin. Menurut Nurkse (Kuncoro, 2010) adanya
ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, dan kurangnya modal akan
menghasilkan produktivitas yang rendah. Ketika produktivitas suatu kelompok
masyarakat rendah, maka pendapatan mereka juga akan rendah. Selanjutnya, jika
pendapatan masyarakat rendah, maka keinginan untuk menabung dan berinvestasi
juga rendah. Akhirnya, kekurangan modal akan terjadi karena masyarakat tidak

memiliki tabungan dan keengganan untuk berinvestasi.



14

Pandangan Chambers mengenai ketidakmampuan finansial merupakan
salah satu definisi yang saat ini sedang dibahas dalam setiap inisiatif pengentasan
kemiskinan di banyak negara berkembang dan dunia ketiga (Suryawati, 2015).
Definisinya mengenai ketidakmampuan finansial, di mana ketidakmampuan
finansial merupakan suatu pengertian yang kohesif dengan lima komponen sebagai
berikut.

1) Kemiskinan (proper), didefinisikan sebagai ketidakmampuan pendapatan untuk
memenuhi kebutuhan dasar.

2) Ketidakberdayaan (powerless), buruknya kemampuan keuangan berdampak
pada kekuatan sosial seseorang atau kelompok, khususnya dalam memperoleh
keadilan atau persamaan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), seseorang atau
sekelompok orang miskin tidak memiliki sumber daya atau kemampuan untuk
menangani masalah-masalah yang tidak terantisipasi sehingga memerlukan
alokasi pendapatan untuk menanganinya. Misalnya, situasi rentan seperti
bencana alam, kondisi kesehatan yang memerlukan biaya pengobatan yang
relatif mahal, dan skenario darurat lainnya yang memerlukan kemampuan
ekonomi yang besar.

4) Ketergantungan (dependence), ketika seseorang atau kelompok orang miskin
tidak dapat memperoleh penghasilan atau kekuatan sosial yang mereka
butuhkan, mereka menjadi sangat tergantung pada pihak ketiga. Mereka tidak
memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi,
terutama yang berkaitan dengan mendapatkan uang baru. Untuk mengatasi
masalah, bantuan pihak lain sangat penting, terutama jika berkaitan dengan
kekurangan sumber dana.

5) Keterasingan (isolation), Chambers berpendapat bahwa dimensi keterasingan
adalah aspek geografis yang menyebabkan miskin. Disebabkan fakta bahwa
sebagian besar fasilitas sosial terletak di kawasan pertumbuhan ekonomi seperti
kota-kota besar atau metropolitan, sementara orang-orang yang tinggal di daerah
terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas sosial memiliki taraf hidup yang lebih

rendah dan mengakibatkan kemiskinan.
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2.1.1.2 Konsep Kemiskinan

Bank Dunia dalam mendefinisikan kemiskinan berfokus pada kemampuan
individu untuk berfungsi dalam masyarakat. Kemiskinan digambarkan sebagai
suatu kondisi di mana terdapat suatu kelompok masyarakat yang tidak mempunyai
pendapatan atau konsumsi yang cukup untuk menempatkan mereka di atas ambang
batas minimum yang memadai. Masyarakat miskin sering kali tidak mempunyai
kemampuan utama seperti tidak memiliki pendapatan atau pendapatan yang
memadai, kondisi kesehatan yang buruk, merasa tidak berdaya dan tidak memiliki
kebebasan berpolitik (World Bank, 2000).

Selanjutnya, kemiskinan didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar dari sudut
pandang ekonomi. Sementara itu, penduduk miskin diartikan sebagai kelompok
masyarakat yang rata-rata pengeluaran per kapitanya pada suatu waktu kurang dari
garis kemiskinan.

Menurut Bappenas (2004) dalam (Idris et al., 2014), kemiskinan dapat
dimaknai sebagai kondisi di mana individu atau sekelompok orang tidak memiliki
kemampuan untuk memenuhi hak-hak asasi manusia yang mendasar guna
menjalani hidup yang layak dan bermartabat. Hak dasar ini mencakup kebutuhan
pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, ada pula kebutuhan
penting lainnya berupa akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta
keamanan. Apabila seseorang tidak sanggup memenuhi kebutuhan serta hak-hak
dasar tersebut, maka ia tergolong miskin.

Sementara itu, kemiskinan dikaitkan dengan rasa lapar, tidak mempunyai
tempat tinggal dan tidak mempunyai anggaran untuk berobat saat sakit. Karena
sebagian besar masyarakat miskin tidak bersekolah, mereka tidak memiliki
kemampuan dasar seperti membaca sehingga menyebabkan pengangguran.
Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakberdayaan, keterasingan, dan kurangnya

kemandirian (Ravallion, 2001).

2.1.1.3 Indikator Kemiskinan di Indonesia
Indikator yang digunakan dalam mengukur kemiskinan di Indonesia salah

satunya adalah indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS
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menggunakan dua pendekatan, yaitu (1) pendekatan kebutuhan dasar (basic needs
approach) dan (2) pendekatan headcount index. Jumlah penduduk miskin
merupakan jumlah penduduk yang kondisinya lebih rendah dari batas garis
kemiskinan. Garis tersebut adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan
dan nonmakanan. Dari penjelasan tersebut, maka garis kemiskinan terbagi ke dalam
dua unsur, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (food line) dan Garis Kemiskinan
Non-Makanan (non-food line) (Kuncoro, 2010). Kemudian, pendekatan kedua
dipakai oleh BPS dalam mengukur persentase kemiskinan menggunakan headcount
index yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke sebagai berikut. Headcount
index merupakan proporsi penduduk suatu negara yang hidup di bawah garis
kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

Di mana:

o =0

z = garis kemiskinan

yi = rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang hidup lebih rendah dari

garis kemiskinan dalam sebulan (i=1, 2, 3, ...,Q),yi<z
jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
jumlah penduduk

S o
1l

Selain menghitung persentase penduduk miskin (oo = 0), BPS juga
menggunakan indikator lain untuk mengukur kemiskinan, yaitu Indeks Kedalaman
Kemiskinan (a0 = 1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (o = 2). Berdasarkan
penjelasan BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index - P1)
menggambarkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar rata-rata selisih

pengeluaran penduduk dibandingkan dengan garis kemiskinan.

sl
* g z
=1

Di mana:
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o =1

z = garis kemiskinan

yi = rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang hidup lebih rendah dari
garis kemiskinan dalam sebulan (i=1, 2,3, ...,q),yi<z

q = jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index — P2)
menggambarkan ringkasan distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin.
Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar pula ketimpangan pengeluaran di
kelompok masyarakat miskin. Indeks tersebut telah menjadi standar dalam
pengukuran kemiskinan berbasis pendapatan yang digunakan oleh Bank Dunia
maupun berbagai lembaga lainnya, serta banyak diaplikasikan dalam penelitian
empiris mengenai kemiskinan karena kepekaannya dalam menangkap kedalaman
dan tingkat keparahan kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

q
T n z
=1

Di mana:

o =2

z = garis kemiskinan

yi = rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang hidup lebih rendah dari

garis kemiskinan dalam sebulan (i=1, 2, 3, ...,q),yi<z
= jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
jumlah penduduk

S o
1 |

2.1.1.4 Jenis-jenis Kemiskinan

Pertama, kemiskinan absolut ditentukan dengan membandingkan
pendapatan seseorang dengan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan pokoknya. Lebih lanjut, tingkat upah minimum atau terkadang disebut
sebagai garis kemiskinan merupakan pembeda antara keadaan miskin dan tidak
miskin. Inilah yang sering disebut dengan kemiskinan absolut. Jenis kedua adalah
kemiskinan relatif. Beberapa ahli berpendapat bahwa meskipun pendapatan

seseorang telah memenuhi tingkat kebutuhan dasar minimal, namun upah yang
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diterimanya masih lebih rendah dibandingkan dengan upah yang diperoleh
masyarakat sekitar sehingga individu tersebut tetap miskin. Akibatnya, kemiskinan
semacam ini ditentukan oleh kondisi lingkungan individu tersebut. Persepsi ini

disebut sebagai kemiskinan relatif (Arsyad, 2015).

2.1.1.5 Penyebab Kemiskinan

Sharp et al. (2009) dalam mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi
ekonomi. Pertama, kemiskinan pada tingkat mikro disebabkan oleh disparitas pola
kepemilikan sumber daya yang mengakibatkan distribusi pendapatan tidak merata.
Kedua, kesenjangan kualitas sumber daya manusia menentukan kemiskinan, yang
pada gilirannya berdampak pada produktivitas kerja dan pendapatan yang
dibayarkan. Ketiga, kesenjangan akses terhadap modal merupakan akar penyebab

kemiskinan.

2.1.2 Strategi Pengentasan Kemiskinan

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
merumuskan beberapa strategi dalam percepatan pengentasan kemiskinan di
Indonesia yang dibagi menjadi empat strategi sebagai berikut.

2.1.2.1 Meningkatkan Program Bantuan Sosial

Strategi pertama adalah memperkuat serta memperluas cakupan sistem
perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Sistem ini
dirancang untuk melindungi individu maupun komunitas dari risiko-risiko tak
terduga, seperti penyakit, kehilangan anggota keluarga, pemutusan hubungan kerja,
bencana alam, dan sebagainya. Perlindungan sosial yang efektif mampu memetakan
individu atau kelompok yang berpotensi terkena guncangan dan memberikan
perlindungan agar mereka tidak terjerumus ke dalam kemiskinan. Oleh sebab itu,
program bantuan sosial perlu dijalankan untuk mengurangi risiko tersebut,
mencegah kelompok rentan jatuh miskin, serta menahan penduduk miskin agar

tidak semakin terpuruk (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).
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2.1.2.2 Meningkatkan Akses Terhadap Layanan Dasar

Strategi kedua dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah
memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar. Ketersediaan akses
terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan, air bersih, sanitasi, serta pangan dan gizi
yang memadai dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga
miskin (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Pendidikan
merupakan salah satu layanan dasar yang harus dapat diakses oleh masyarakat
miskin. Pendidikan harus menjadi prioritas karena memberikan solusi jangka
panjang bagi masyarakat kurang mampu. Melestarikan kesenjangan pendidikan
antara masyarakat miskin dan tidak miskin hanya akan memperburuk kemiskinan
antargenerasi. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang tidak
menerima pendidikan yang memadai kemungkinan besar akan tetap miskin seumur
hidup mereka (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Selain
pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan juga berperan penting dalam
mendongkrak produktivitas kerja, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan
pendapatan dan peluang keluar dari jerat kemiskinan. Akses yang memadai
terhadap air bersih dan sanitasi menjadi faktor kunci untuk mewujudkan derajat
kesehatan yang baik. Sebaliknya, konsumsi air yang tidak layak minum serta
sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko individu maupun masyarakat
terkena berbagai penyakit (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan).

2.1.2.3 Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Strategi ketiga berupaya memberdayakan masyarakat miskin dengan
meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kegiatan pengentasan kemiskinan.
Upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu harus memberikan jalan keluar
dari kemiskinan sekaligus memastikan bahwa kelompok rentan tidak kembali ke
kemiskinan  (Tim  Nasional Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan).
Pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan sering menggunakan
mekanisme top-down. Kelemahannya adalah kurangnya partisipasi masyarakat.
Seluruh program pengentasan kemiskinan lebih banyak diatur oleh pemerintah

pusat, yang di mana dalam pelaksanaannya terkadang kurang memperhatikan
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karakteristik masyarakat miskin di masing-masing daerah sehingga seringkali
program-program yang telah dibuat tidak berkorelasi dengan prioritas dan
kebutuhan masyarakat miskin setempat. Oleh karena itu, strategi pengentasan
kemiskinan harus memasukkan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai prinsip

utama (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

2.1.2.4 Pembangunan Inklusif

Strategi keempat adalah pembangunan inklusif atau pembangunan yang
melibatkan dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Partisipasi merupakan
hal penting dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam mengentaskan kemiskinan,
diperlukan perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Pertumbuhan ekonomi
dapat menciptakan sejumlah besar lapangan kerja. Lebih lanjut, efek multiplier
menyebabkan peningkatan pendapatan sebagian besar penduduk, peningkatan taraf
hidup serta penurunan kemiskinan. Selain itu, memahami konteks regional juga
penting dalam pembangunan inklusif. Setiap wilayah di Indonesia berpotensi
menjadi pusat pertumbuhan karena keunikan sumber daya dan komoditasnya.
Pembangunan ekonomi daerah sangat penting untuk memperkuat perekonomian

dalam negeri (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

2.1.3 Kaitan Antara Strategi Pengentasan Kemiskinan terhadap Tingkat
Kemiskinan
2.1.3.1 Kaitan Program Bantuan Sosial dengan Kemiskinan
Program bantuan sosial secara luas diakui sebagai strategi penting untuk
pengentasan kemiskinan. Meningkatkan jumlah nominal bantuan sosial dan
memperluas jumlah penerima adalah dua variabel kunci yang sering digunakan
untuk mengukur efektivitas program-program ini. Studi empiris secara konsisten
menunjukkan bahwa bantuan sosial, baik dalam bentuk transfer tunai langsung atau
dukungan yang ditargetkan, dapat secara signifikan mengurangi tingkat
kemiskinan. Misalnya, penelitian Meyer & Wu (2018) yang menggunakan data
administratif di Amerika Serikat menemukan bahwa jaminan sosial dan transfer
yang diuji berdasarkan kemampuan bersama-sama dapat memangkas tingkat

kemiskinan secara substansial, dengan jaminan sosial saja mengurangi tingkat
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kemiskinan hingga sepertiga dan secara tajam menurunkan kemiskinan yang parah,
terutama di antara kelompok-kelompok rentan seperti orang tua dan keluarga
dengan orang tua tunggal. Demikian pula, bukti dari Tiongkok menunjukkan bahwa
bantuan sosial, terutama ketika diberikan melalui upaya berpasangan atau
terkoordinasi oleh kekuatan sosial, dapat meningkatkan tingkat pengentasan
kemiskinan hingga 14,26 poin persentase, yang menyoroti pentingnya skala
bantuan dan luasnya cakupan penerima (Q. Wang et al., 2024). Namun, efektivitas
program bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa
faktor, termasuk kecukupan jumlah manfaat, keakuratan mekanisme penargetan,
dan aksesibilitas program bagi mereka yang paling membutuhkan (Agustanta et al.,
2024).

2.1.3.2 Kaitan Akses terhadap Layanan Dasar dengan Kemiskinan
Meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan
merupakan strategi mendasar untuk mengurangi kemiskinan. Meningkatnya angka
partisipasi sekolah, sebagai proksi akses ke pendidikan, sangat terkait dengan angka
kemiskinan yang lebih rendah. Perluasan kesempatan pendidikan telah menjadi
pendorong utama pertumbuhan inklusif dan pengurangan kemiskinan di seluruh
dunia (Yang et al., 2022). Partisipasi sekolah yang lebih tinggi tidak hanya
meningkatkan potensi penghasilan individu tetapi juga mengurangi ketimpangan
pendapatan dan memutus siklus kemiskinan antargenerasi (Spada et al., 2024).
Demikian pula, harapan hidup berfungsi sebagai proksi akses ke layanan
kesehatan, dan ada hubungan terbalik yang jelas antara kemiskinan dan harapan
hidup. Individu yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki harapan hidup
yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan lebih
tinggi, seringkali satu dekade atau lebih (Singh & Lee, 2020). Peningkatan akses
terhadap layanan kesehatan-melalui perluasan layanan, infrastruktur, dan
perawatan preventif-secara langsung berkontribusi pada hasil kesehatan yang lebih
baik dan peningkatan harapan hidup, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas
individu untuk keluar dari kemiskinan (Kaur, 2018). Oleh karena itu, strategi yang

berfokus pada peningkatan partisipasi sekolah dan perpanjangan harapan hidup
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dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar sangat penting untuk
pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

2.1.3.3 Kaitan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Kemiskinan

Memberdayakan masyarakat miskin merupakan strategi penting dalam
pengentasan kemiskinan yang berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan
masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka secara berkelanjutan.
Dua proksi penting untuk pemberdayaan adalah tingkat partisipasi tenaga kerja
formal dan jumlah usaha mikro dan kecil. Tingkat partisipasi kerja formal yang
lebih tinggi mencerminkan integrasi yang lebih besar dari masyarakat miskin ke
dalam ekonomi formal, yang sering kali memberikan pendapatan yang lebih stabil,
perlindungan sosial, dan peluang untuk pengembangan keterampilan dibandingkan
dengan pekerjaan informal (Faturohim et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa
peningkatan pekerjaan formal di antara populasi berpendapatan rendah dikaitkan
dengan pengurangan kemiskinan yang signifikan, karena memungkinkan individu
untuk mendapatkan upah tetap dan mengakses manfaat seperti asuransi kesehatan
dan rencana pensiun (Rajaona et al., 2024). Dengan demikian, mempromosikan
partisipasi kerja formal tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga tetapi
juga memperkuat ketahanan ekonomi.

Demikian pula, proliferasi usaha mikro dan kecil berfungsi sebagai
mekanisme penting untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan mendorong
kewirausahaan dan peluang wirausaha. Usaha-usaha ini sering bertindak sebagai
titik masuk bagi kelompok-kelompok terpinggirkan untuk berpartisipasi dalam
kegiatan ekonomi, menghasilkan pendapatan, dan membangun aset (Hodijah &
Mustika, 2020). Penelitian Nursini (2020) menunjukkan bahwa wilayah dengan
kepadatan usaha mikro dan kecil yang lebih tinggi cenderung mengalami tingkat
kemiskinan yang lebih rendah, karena usaha-usaha ini menciptakan lapangan kerja
dan merangsang ekonomi lokal. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat
miskin melalui peningkatan partisipasi tenaga kerja formal dan pengembangan
usaha mikro dan kecil merupakan pendekatan multifaset yang tidak hanya
menjawab kebutuhan pendapatan langsung tetapi juga membangun kemampuan

ekonomi jangka panjang yang penting untuk pengentasan kemiskinan.
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2.1.3.4 Kaitan Pembangunan Inklusif dengan Kemiskinan

Pembangunan inklusif adalah strategi yang bertujuan untuk memastikan
bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dibagikan secara luas di seluruh masyarakat,
khususnya di antara kelompok-kelompok terpinggirkan dan berpenghasilan rendah
(Purwanti, 2024). Penelitian Ben Amar & Zghidi (2016) menunjukkan bahwa
tingkat ketimpangan yang tinggi dapat memperlambat pengentasan kemiskinan,
bahkan dalam periode pertumbuhan ekonomi, karena keuntungan dari pertumbuhan
tidak didistribusikan secara merata. Ketika distribusi pendapatan atau sumber daya
lebih merata, kemiskinan cenderung menurun lebih cepat, karena sebagian besar
penduduk memperoleh manfaat dari upaya pembangunan. Oleh karena itu,
mengurangi ketimpangan merupakan komponen penting dari pembangunan
inklusif yang mempercepat pengentasan kemiskinan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator penting lain dari
pembangunan inklusif. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa
lebih banyak orang, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang kurang
mampu, terlibat dalam pekerjaan produktif. Strategi pertumbuhan inklusif yang
berfokus pada perluasan kesempatan kerja dan mengintegrasikan sebagian besar
penduduk ke dalam angkatan kerja telah terbukti mengurangi kemiskinan secara
lebih efektif dan berkelanjutan (Alexander, 2015). Dengan memastikan bahwa
pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan
secara luas, pembangunan inklusif tidak hanya mengatasi kemiskinan secara
langsung tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan, menciptakan siklus baik
yang mendukung pengurangan kemiskinan jangka panjang (Anita & Udjianto,
2024).

2.2 Penelitian Terdahulu
Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Penelitian Metodologi dan Hasil Penelitian
Ending Poverty Penulis menggunakan kerangka kerja mikro-
Fofanaetal. and Accelerating makro yang menggabungkan  model
(2024) Growth in South  microsimulation  (untuk  distribusi  dan
Africa, Through ~ dampak langsung ke rumah tangga) dengan
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the Expansion of
its Social Grant
System

model makroekonomi (komposisi agregat
dan efek ekonomi) untuk menganalisis
implikasi ekspansi sistem bantuan sosial
terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian
menunjukkan bahwa bantuan sosial bersyarat
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,
sedangkan bantuan tanpa syarat kepada
kelompok berpenghasilan rendah justru dapat
menghambat pertumbuhan. Rekomendasi
yang diberikan adalah perlunya memastikan
bahwa bantuan yang diberikan dapat
menyejahterakan dan meningkatkan
produktivitas, bukan sekadar konsumtif.

Effectiveness of
Strengthening
Social Protection
and Security

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif sehingga tidak terdapat model
regresi dan hasil olah data. Penelitian ini
menggunakan teknik wawancara, FGD,
kuesioner dan evaluasi dengan model CIPP
(context, input, process, product). Hasil

Kuntjorowa i e .
ti et al Programs in penelitian ini menunjukkan bahwa program
(2024)' Alleviating PKH dan BPJS sangat efektif mengurangi
Poverty in Rural ~ kemiskinan pedesaan di Garut. Hal ini
Areas Through terlihat dari meningkatnya pendapatan
Multi-sector masyarakat penerima  bantuan, dapat
Partnerships membuka usaha kecil dan kemampuan
masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf
kesehatan dan pendidikan keluarganya.
Penelitian ini menggunakan data panel dari
tahun 2013-2023 dengan 35 observasi
kabupaten/kota, serta teknik analisis regresi
The Role of linier berganda. Dari hasil olah data
Population menunjukkan variabel pertumbuhan populasi
Growth, memiliki pengaruh negatif dan signifikan,
Langoday . : . - e
Education Level, variabel tingkat pendidikan — memiliki
& Man . . .
(2024) Labor Force pengaruh negatif dan tidak signifikan, dan

Participation Rate
On Poverty Level
in Indonesia

variabel partisipasi angkatan kerja memiliki
pengaruh negatif dan signifikan terhadap
kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini
merekomendasikan bahwa pemerintah perlu
mendorong kualitas pertumbuhan penduduk
dan meningkatkan kualitas pendidikan.
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Artikel ini  menggunakan pendekatan
konseptual-teoritis dan bersifat kualitatif
yang berfokus pada analisis historis dan
sistematis perkembangan pemikiran tentang
inklusivitas ekonomi. Artikel ini
menawarkan kerangka teoritis tentang
bagaimana konsep inklusivitas ekonomi

Inclusive berevolusi dan berfungsi dalam konteks
Development as a .
modern. Hasilnya menegaskan bahwa
Means of . .
Pshenychna . pembangunan inklusif adalah pendekatan
L Reducing . .
& Prisniak ; yang efektif untuk menyelesaikan masalah
Economic . . . -
(2024) . sosial ekonomi. Dengan menciptakan kondisi
Inequality and
akses yang sama terhadap peluang dan
Poverty at The . .
sumber daya, pembangunan inklusif dapat
Macro Level . .
mengurangi  kesenjangan,  memperkuat
kohesi sosial dan menciptakan stabilitas
ekonomi  jangka  panjang. Penulis
menambahkan bahwa pengembang kebijakan
juga perlu memperhatikan peran teknologi
digital dan konsep ekonomi baru dalam
membentuk sistem inklusif berkelanjutan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
bagaimana  pembangunan infrastruktur
memengaruhi pengurangan kemiskinan di
Afrika Sub-Sahara. Dengan menggunakan
teknik analisis ECM, penelitian ini
Infrastructure menunjukkan hasil bahwa peningkatan TIK
Developmentand dan PDB Per Kapita dapat menurunkan
. Poverty kemiskinan jangka pendek. Selanjutnya,
Saadaoui L . - L
Mallek et Eradication in populasi dengan pendidikan tinggi secara
al. (2024) Sub-Saharan jangka  panjang  dapat  mengurangi

Africa; Its Effect
and Transmission
Channels

kemiskinan. Implikasi kebijakan yang
diberikan adalah perlu peningkatan kualitas
TIK untuk mengurangi kemiskinan jangka
pendek, serta  peningkatan institusi
pendidikan,  distribusi  ekonomi  dan
inklusivitas perdagangan perlu diperkuat
agar dapat berpengaruh dalam jangka
panjang terhadap kemiskinan.

Tambunan
(2023)

The Importance
of MSMEs for

Penelitian ini menggunakan data time series
dari tahun 2007-2019 dan regresi linier
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Poverty
Alleviation: A
Story from
Indonesia

sederhana sebagai teknik analisis. Hasilnya
menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja di
sektor UMKM dan pertumbuhan ekonomi
memiliki pengaruh negatif dan signifikan
terhadap kemiskinan. Beberapa saran yang
diberikan oleh penelitian ini di antaranya,
pemerintah perlu memperkuat sektor UMKM
(dapat melalui pendanaan, pelatihan dan
akses pasar) untuk memaksimalkan dampak
pengurangan kemiskinan.

Measuring the
Physical
Infrastructure
Development as
Poverty
Reduction
Program in
Kalimantan,
Indonesia

Wiratama et
al. (2023)

Penelitian  ini  menggunakan  Physical
Infrastructure Indeks (PII) yang terdiri dari
30 indikator yang dibagi dalam 7 dimensi
infrastruktur (transportasi, telekomunikasi,
energi, pendidikan, kesehatan, utilitas publik
dan ekonomi). Datanya bersumber dari
Survei Potensi Desa tahun 2018 yang
mencakup 7.241 desa di seluruh Kalimantan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode
pengolahan  indeks berupa  Principal
Component Analysis (PCA) dan regresi linier
sederhana sebagai teknik analisis, serta
penggunakaan 2 model yakni model hanya
kabupaten dan model gabungan kabupaten
dan kota. Ditambah variabel kontrol berupa
pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama
sekolah dan tingkat pengangguran. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa P11 secara
konsisten menunjukkan pengaruh negatif dan
signifikan terhadap kemiskinan, terutama di
wilayah kabupaten. Hal ini berarti semakin
baik infrastruktur  fisik maka dapat
mendorong penurunan tingkat kemiskinan,
khususnya di wilayah pedesaan. Oleh karena
itu, peneliti memberikan rekomendasi berupa
pemerataan pembangunan antara kabupaten
dan kota, terutama memprioritaskan
pengentasan  kemiskinan di  wilayah
pedesaan.

Wang etal. The Impact of
(2022) Rural

Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis
mekanisme bagaimana berbagai investasi
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Infrastructural
Investment On
Farmer’s Income
Growth in China

infrastruktur pedesaan memengaruhi
pendapatan petani dan mentransformasi
ekonomi pedesaan. Penelitian ini
menggunakan data panel yang dianalisis
dengan GMM, model mediasi linier dan
pendekatan threshold panel untuk memeriksa
efek nonlinieritas. Hasilnya adalah investasi
di infrastruktur terkait produktivitas dan
transportasi secara signifikan mempercepat

Infrastructure and

transformasi  ekonomi  pedesaan  dan
menaikkan pendapatan petani.
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis

bagaimana ketersediaan, kualitas, dan akses
terhadap infrastruktur memengaruhi
kemiskinan ~ rumah  tangga, dengan
mempertimbangkan variasi regional melalui
model logistik multilevel (rumah tangga,
kota, negara bagian). Data yang dihimpun
dari tahun 2004-2010, dengan variabel

Household infrastruktur berupa sanitasi, transportasi,
Medeiros et Pover.tyin Brazil: Ii§trik, internet. dan telepon. Indeks yang
al. (2021) a Regional . dlgun_akan dikonstruksi me.nggunakan
Approach Using  Principal Component Analysis (PCA)
Multilevel dengan teknik analisis Hierarchical Logistic
Models Model. Hasil yang diperoleh adalah variabel
listrik, internet dan telepon berpengaruh
signifikan, sedangkan transportasi dan
sanitasi tidak. Penelitian ini
merekomendasikan pendekatan multilevel
dan penggunaan indeks komposit untuk
menganalisis ketimpangan spasial dalam
pembangunan.
Penelitian ini mengkaji kemajuan, tantangan
Poverty dan usulan reformasi program pengentasan
Eradication kemiskinan, termasuk bantuan sosial dan
Nugroho et Prograrr?s-in subsidi_. Model _yang digunakan adala_h
al. (2021) Indonesia: Recursive Dynamic CQE Model, berbasis
Progress, ORANI-G. Data yang digunakan bersumber
Chalengess and dari SUSENAS tahun 2018. Penelitian ini
Reforms menemukan beberapa masalah dalam
program  pengentasan  kemiskinan  di
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Indonesia, seperti salah sasaran penerima
bantuan dan  kurangnya keterpaduan
antarprogram. Dengan demikian, penelitian
ini merekomendasikan bahwa perlu adanya
peningkatan integrasi  program-program
pengentasan kemiskinan.

Sudaryati et

The Effect of
Average Length
of Schooling, Life
Expectancy and
Economic Growth

Penelitian ini menggunakan data time series
tahun 2005-2019 dengan teknik analisis
OLS. Hasil yang diperoleh di antaranya,
pendidikan dan kesehatan terbukti efektif
menurunkan kemiskinan di Banjarnegara,
sedangkan pertumbuhan ekonomi sektor

al. (2021) . pertanian  belum  menunjukkan hasil

on Poverty in - e e
. signifikan. Dengan demikian, penelitian ini

Banjarnegara . .
merekomendasikan evaluasi ulang secara

Regency 2005- .

2019 mendalam strategi pengembangan sektor
pertanian agar lebih inklusif bagi masyarakat
miskin.

Penelitian ini menggunakan data SDGs
Indeks & Dashboard tahun 2010-2018 dari
193 negara, serta menggunakan teknik
analisis korelasi Spearman (>0,5 = sinergi
. dan <0,5 = trade-off). Hasil penelitian ini

Sustainable .
menunjukkan bahwa SDGs 1 (Tanpa

Development L e . .
Kemiskinan) memiliki banyak sinergi

Goals (SDGs): . i

Kroll et al. dengan SDGs lainnya, seperti dengan SDGs
Are we succesful . . .

(2019) . . 3, 7, 8 dan 9 sehingga diproyeksikan bahwa
in turning trade- . . . .
offs into SDGs ini akan tetap menjadi pusat sinergi.

. Dengan demikian, fokus pada SDGs 1 dapat

synergies? - . . .
menjadi strategi awal menciptakan virtuous
cycle SDGs lainnya. Dengan kata lain, SDGs
1 adalah pintu masuk paling menjanjikan
untuk menciptakan efek sinergi lintas tujuan
lainnya.

Targeting Poverty Penelitian ini  bertujuan mengevaluasi

under efektivitas sistem penargetan terpadu dalam

. Complementaritie meningkatkan ketepatan sasaran program
Tohari et al. . . . . .
(2019) s: Evidence from  perlindungan sosial dan efek sinergis

Indonesia's
Unified Targeting
System.

antarprogram. Menggunakan pendekatan
kuasi-eksperimental dan data bersumber dari
SUSENAS, SPS dan PODES serta periode
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penelitian  tahun 2005-2014. Terdapat
Propensity Score Matching dan Inverse
Probability Weighting untuk mengevaluasi
dampak program tunggal versus gabungan.
Hasilnya menunjukkan bahwa (1) program
terpadu memberikan dampak lebih besar
dibanding evaluasi program tunggal dan (2)
pendekatan komplementaritas antarkebijakan
terbukti lebih efektif dalam mengentaskan
kemiskinan. Rekomendasi yang diberikan
ialah evaluasi rutin atas efektivitas kombinasi
bantuan yang diberikan.

Mardiana et
al. (2017)

Analisis Pengaruh
Pengeluaran
Pemerintah
Daerah Sektor
Pendidikan dan
Kesehatan serta
Infrastruktur
Terhadap Tingkat
Pengangguran
serta Tingkat
Kemiskinan

Penelitian ini melihat pengaruh langsung dan
tidak langsung dari pengeluaran pemerintah
daerah sektor pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur terhadap tingkat pengangguran
terbuka dan tingkat kemiskinan
menggunakan metode Path Analysis. Hasil
pengaruh langsung dalam penelitian ini
adalah pada model 1, pendidikan dan
infrastruktur  tidak signifikan terhadap
pengangguran, sedangkan kesehatan
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
pengangguran. Pada model 2, pendidikan dan
infrastruktur  tidak signifikan  terhadap
kemiskinan, sedangkan kesehatan
berpengaruh signifikan terhadap
kemiskinan. Selanjutnya hasil pengaruh tidak
langsung menunjukkan pendidikan terhadap
kemiskinan melalui pengangguran tidak
signifikan, kesehatan terhadap kemiskinan
melalui  pengangguran  negatif dan
signifikan, serta infrastruktur terhadap
kemiskinan melalui pengangguran tidak
signifikan. Dengan demikina, rekomendasi
yang diberikan  adalah  pengeluaran
pemerintah daerah sebaiknya difokuskan
pada sektor kesehatan karena terbukti
menurunkan  kemiskinan  baik  secara
langsung maupun melalui jalur
pengangguran (tidak langsung). Selain itu
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perlu evaluasi efektivitas belanja pemerintah
di bidang pendidikan dan infrastruktur.

Poverty
Reduction within
the Framework of

Artikel ini  menganalisis  bagaimana
pengentasan kemiskinan dan pembangunan
berkelanjutan (SDGs) saling terkait dan
berinteraksi. Hal ini didukung pola pikir
utama dalam penelitian ini, yakni
pengentasan kemiskinan adalah syarat
mendasar untuk mencapai pembangunan

Liu etal. SDGs and Post- berlf_elanjutan. Tgrdapat bebe_rapa |r_n!oI|k_asf|
(2015) 2015 kebijakan yang dirangkum dari penelitian ini,
di antaranya, (1) mengingat kemiskinan
Development . - . .
bersifat multidimensi, diperlukan evaluasi
Agenda.
yang menggabungkan data pendapatan,
kesehatan, pendidikan dan perumahan, (2)
kualitas pertumbuhan lebih utama dari
kuantitas, diperlukan inklusi, perlindungan
sosial dan keberlanjutan.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi
perbedaan kondisi  sosial-ekonomi  dan
menganalisis faktor-faktor yang
menyebabkan perbedaan tingkat kemiskinan
Faktor-Faktor antara 2 kecamatan di Kabupaten _Ku_dus.
an Beberapa hal yang menyebabkan kemiskinan
yang : adalah, 1) Kurangnya lapangan kerja formal
Mempengaruhi . ; -
. : dan bukan pertanian, 2) biaya pendidikan
Annur Kemiskinan di ang tergolong tinggi, 3) kurangnya program
(2013) Kecamatan Jekulo Yo €rg01ong tinggl, < gnyaprog
. sosial, 4) kerusakan infrastruktur, dan 5)
dan Mejobo minimnya penduduk yang mempunyai
Kabupaten Kudus . ya p _y_ g P y_
keahlian. Dengan demikian, rekomendasi
Tahun 2013 .
kebijakan yang terbentuk adalah perluasan
lapangan kerja formal & non-pertanian,
subsidi pendidikan, perbaikan infrastruktur,
pendirian Balai Latihan Kerja, dan sosialisasi
program-program sosial.
Impact of Penelitian ini bertujuan menilai dampak
Education and pendidikan  dan  kesehatan  terhadap
Gounder &  Health on Poverty pengurangan kemiskinan melalui dua model,
Xing (2012) Reduction: model monetari yakni pengaruh pendidikan

Monetary and
Non-monetary

terhadap pendapatan rumah tangga dan
model  non-monetari  yakni  dampak
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Evidence from pendidikan terhadap keputusan perilaku

Fiji kesehatan dan akses perumahan. Teknik
analisis yang digunakan adalah Two-Stage
Least Square untuk model pendapatan,
Quantile Regression untuk melihat pengaruh
di seluruh tingkat pendapatan, dan Logit
Regression untuk menganalisis keputusan
terkait kesehatan dan sanitasi. Hasil yang
diperoleh adalah pendidikan  memiliki
dampak positif dan signifikan terhadap
peningkatan  pendapatan,  selain  itu
berdampak pada meningkatnya kesadaran
kesehatan. Rekomendasi yang diberikan
adalah pentingnya investasi di bidang
pendidikan untuk mendorong keberlanjutan
pengentasan kemiskinan.

2.3  Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan teori dan konsep
kemiskinan, penelitian terdahulu, serta konsep-konsep dalam Sustainable
Development Goals (SDGs) 1 tentang no poverty yang memiliki keterkaitan dengan
beberapa tujuan SDG lainnya. Jahan & Mccleery (2005) menekankan bahwa
pembangunan infrastruktur dapat mengarah pada pengurangan kemiskinan melalui
jalur langsung dan tidak langsung. Melalui jalur langsung, hal ini dapat mengurangi
kemiskinan seiring dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan
kesehatan dan pendidikan, tersedianya energi yang lebih bersih dan pemerintah
memberikan perlindungan terhadap bencana nasional. Dampak tidak langsung
penyediaan infrastruktur terhadap kemiskinan terjadi ketika produktivitas pekerja
meningkat, biaya transportasi berkurang dan terciptanya lebih banyak lapangan
kerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti penyediaan
infrastruktur dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial terhadap kehidupan
masyarakat (Beall et al., 2010).

Dalam Chambers (1995), disebutkan bahwa terdapat beberapa komponen

yang dapat menyebabkan miskin. Komponen-komponen tersebut seperti
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ketidakberdayaan, ketergantungan, kerentanan dan keterasingan. Ketidakberdayaan
masyarakat miskin akibat kurangnya akses infrastruktur pendidikan dan kesehatan,
khususnya di kawasan Indonesia Timur membuat mereka tidak memiliki
kemampuan mengangkat derajat mereka sendiri ke taraf yang lebih baik.
Ketergantugan dan kerentanan karena kekurangan ketersediaan energi, misalnya
energi listrik maka akan membuat masyarakat miskin menjadi ketergantungan pada
kondisi alam yang terkadang tidak menentu. Terakhir keterasingan, kurangnya
akses dan infrastruktur jalan raya akan membuat masyarakat miskin menjadi
terhnambat dalam hal konektivitas sehingga akan menghambat program pengentasan

kemiskinan di wilayah tersebut.
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Ketimpangan pembangunan antara Indonesia
bagian barat dengan Indonesia bagian timur

Kondisi infrastruktur yang /‘\A Kemiskinan tinggi di
kurang memadai kawasan timur Indonesia

Dibutuhkan langkah konkret dari pemerintah untuk

L » mengatasi permasalahan ketimpangan melalui
peningkatan infrastruktur (Igbal et al., 2019) dan

pengurangan kemiskinan (Warsilan & Noor, 2015)

Menyediakan infrastruktur andal
(Nugraheni & Priyarsono, 2012)

2

4

Membentuk program pengentasan
kemiskinan (TNP2K, n.d.)

Infrastuktur (1&3) energi listrik, (2)
pendidikan dan kesehatan, (4) jalan
raya (Wiratama et al., 2023)

Program (1) pemberdayaan
masyarakat miskin, (2) akses
layanan dasar, (3) bantuan sosial,
(4) pembangunan inklusif
(TNP2K, n.d.).

v

Menghilangkan (1) ketergantungan, (2)
ketidakberdayaan, (3) kerentanan, (4) keterasingan
(Chambers, 1995).

Berdampak pada peningkatan kualitas SDM dan produktivitas serta
merangsang terwujudnya kegiatan perekonomian yang lebih baik (Jahan &
Mccleery, 2005).

Mengurangi kemiskinan di kawasan Indonesia Timur

Gambar 9. Kerangka Pikir
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2.4 Hipotesis

Hipotesis atau pun dugaan sementara dalam penelitian ini yang telah
mengacu pada rumusan masalah dan teori pada subbab sebelumnya. Berikut ini
adalah hipotesis dalam penelitian ini.

1) Diduga anggaran bantuan sosial pemerintah daerah berpengaruh negatif
terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Diharapkan dengan
semakin meningkatnya bantuan yang diberikan maka akan membantu
mengurangi tingkat kemiskinan.

2) Diduga jumlah penerima bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap tingkat
kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Diharapkan dengan semakin
meningkatnya jangkauan penerima bantuan sosial maka akan membantu
mengurangi tingkat kemiskinan.

3) Diduga angka partisipasi sekolah sekolah berpengaruh negatif terhadap tingkat
kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Diharapkan dengan semakin
meningkatnya akses layanan dasar di bidang pendidikan yang diproksikan
dengan angka partisipasi sekolah akan mengurangi tingkat kemiskinan.

4) Diduga angka harapan hidup berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan
di kawasan Indonesia Timur. Diharapkan dengan semakin meningkatnya akses
layanan dasar di bidang kesehatan yang diproksikan dengan angka harapan
hidup maka akan mengurangi tingkat kemiskinan.

5) Diduga tingkat partisipasi tenaga kerja formal berpengaruh negatif terhadap
tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Diharapkan dengan
meningkatnya program pemberdayaan masyarakat yang diproksikan dengan
peningkatan partisipasi masyarakat pada pekerjaan formal maka akan
mengurangi tingkat kemiskinan.

6) Diduga jumlah usaha mikro dan kecil berpengaruh negatif terhadap tingkat
kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Diharapkan dengan meningkatnya
program pemberdayaan masyarakat yang diproksikan dengan peningkatan
jumlah usaha mikro dan kecil maka akan merangsang penurunan tingkat
kemiskinan.

7) Diduga ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat

kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Diharapkan dengan semakin
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meningkatnya pembangunan inklusif atau pembangunan yang dapat dirasakan
manfaatnya secara merata yang diproksikan dengan menurunnya tingkat
ketimpangan maka akan merangsang penurunan tingkat kemiskinan.

Diduga tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat
kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Diharapkan dengan semakin
meningkatnya pembangunan inklusif atau pembangunan yang dapat dirasakan
manfaatnya secara merata yang diproksikan dengan peningkatan partisipasi

angkatan kerja maka akan merangsang penurunan tingkat kemiskinan.



I11.  METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh strategi-
strategi  pengentasan kemiskinan terhadap kemiskinan di Indonesia Timur.
Penelitian ini melibatkan 9 provinsi di Indonesia Timur yang memiliki tingkat
kemiskinan di atas rata-rata nasional dengan periode waktu selama tahun 2015-
2022. Strategi-strategi tersebut berasal dari rumusan Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada masa Kabinet Kerja (2014-2019) dan
Kabinet Indonesia Maju (2019-2024) atau pada masa kepemimpinan Presiden Joko
Widodo. Periode ini bersamaan dengan dimulainya Sustainable Development Goals
(SDGs) pada tahun 2015, di mana tujuannya utamanya yakni mengentaskan
kemiskinan menjadi akar dari penelitian ini.

Sampai dengan tahun 2022, Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki 13
provinsi yang meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat,
Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Ketigabelas
provinsi atau pun wilayah tersebut dikelompokkan menjadi Kawasan Indonesia
Timur karena berdasarkan sejarah pada masa lalu, di mana ketigabelas provinsi
tersebut pernah tergabung dalam satu provinsi yakni Provinsi Timur Raya.
Kemudian, pada tahun 2023 beberapa provinsi seperti Provinsi Papua Barat dan
Papua dimekarkan menjadi 4 provinsi secara keseluruhan. Pertama, terdapat
Provinsi Papua Barat Daya yang dimekarkan dari Provinsi Papua Barat berdasarkan
Undang-Undang No. 29 Tahun 2022. Sementara 3 provinsi lainnya yakni Provinsi
Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dimekarkan dari Provinsi Papua
berdasarkan Undang-Undang No. 14, 15, dan 16 Tahun 2022. Dengan demikian,
jumlah keseluruhan provinsi yang berada dalam Kawasan Indonesia Timur

bertambah menjadi 17 provinsi.
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Pertimbangan hanya 9 provinsi yang diambil dalam penelitian ini berangkat

dari tingkat kemiskinan masing-masing provinsi. Tidak semua provinsi di Kawasan

Indonesia Timur memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga tidak perlu

dimasukkan ke dalam penelitian. Beberapa pertimbangan mengapa penelitian ini

hanya mengambil 9 provinsi adalah sebagai berikut.

1)

2)

3)

4)

3.2

Penelitian ini hanya berfokus pada provinsi-provinsi di Indonesia Timur
dengan tingkat kemiskinan tinggi atau berada di atas tingkat kemiskinan
nasional.

Provinsi-provinsi di Indonesia Timur yang memiliki tingkat kemiskinan berada
di bawah tingkat kemiskinan nasional dianggap sudah tidak memiliki
permasalahan kemiskinan yang mendesak untuk secepatnya dientaskan dan
relatif sudah berada dalam jalur pembangunan yang lebih baik.

Dari jumlah 9 provinsi yang diambil dari total 13 provinsi, dianggap sudah
mencakup lebih dari 50 persen wilayah atau pun sudah mencakup mayoritas
permasalahan kemiskinan di Indonesia Timur sehingga representasi data tetap
terjaga atau dengan kata lain hasil penelitian dapat menjelaskan permasalahan
kemiskinan di kawasan tersebut.

Berdasarkan sudut pandang kebijakan, upaya pengentasan kemiskinan di
provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan
nasional lebih prioritas sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan
bagi para perumus kebijakan, khususnya di wilayah-wilayah dengan kondisi

kemiskinan yang parah.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari instansi

terkait, seperti Badan Pusat Statistik serta lembaga relevan lainnya. Selain itu, data

yang digunakan bersifat kuantitatif dan disajikan dalam bentuk angka.

Tabel 2. Deskripsi Data

Nama Variabel Skala  Simbol Sumber Keterangan

Tingkat

Persen POV BPS Persentase penduduk

Kemiskinan miskin di suatu provinsi
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Anggaran Jumlah APBD
Belanja Bantuan Rupiah SCAS  BPS Pemerintah Daerah di
Sosial bidang bantuan sosial
Jumlan Banyaknya orang yan
Penerima Jwa  NSAR BPS yaxhya orang yang
. menerima bantuan sosial
Bantuan Sosial
Perbandingan antara
S
Partisipasi Persen SCPR  BPS umlah endudSk an
Sekolah (APS) Jumtan p yang
sesuai dengan kelompok
usia sekolah
Rata-rata perkiraan
jumlah tahun yang dapat
dijalani seseorang sejak
A_ngka Harapan Usia LFEP BPS lahir, berdasarkan
Hidup (AHH) . .
kondisi mortalitas yang
berlaku pada suatu tahun
tertentu
Persentase tenaga kerja
Tingkat yang berstatus sebagai
Partisipasi _ Persen FLPR  BPS buruh, Ifarya_wan, atau
Tenaga Kerja pegawai dari
Formal keseluruhan tenaga kerja
di suatu provinsi
Usaha yang memiliki
Jumlsh Usehe st 300t rupihda
Mikro dan Kecil Unit ~ NMSB  BPS Juta rup
memperkerjakan banyak
(UMK)
masyarakat kelas
menengah ke bawah
Tingkat ketimpangan
Tingkat Rasic  GINI  BPS,diolan PeMPagian pendapatan
Ketimpangan relatif antarpenduduk di
suatu provinsi
Tingkat Pe_rsentqse penduduk
Partisioasi usia kerja yang tergolong
P Persen LFPR  BPS angkatan kerja terhadap

Angkatan Kerja
(TPAK)

jumlah penduduk usia
kerja
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3.3  Metode Pengumpulan Data

Proses yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan dan mengumpulkan
informasi yang relevan dengan subjek penelitian dikenal sebagai metode
pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data terdiri dari
pencarian dan pengumpulan data resmi dari variabel terkait dari Badan Pusat
Statistik untuk 9 provinsi.

3.4  Definisi Operasional Variabel

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu
kondisi di mana suatu bagian masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Garis
kemiskinan sendiri adalah ukuran kemampuan masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kemiskinan dalam penelitian ini merupakan
kemiskinan absolut atau kemiskinan yang benar-benar dialami oleh penduduk
miskin akibat kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BPS menggunakan garis kemiskinan dalam mengelompokkan suatu
masyarakat masuk dalam kategori miskin. Pada tahun 2022, atau periode terakhir
penelitian ini, garis kemiskinan di Indonesia sebesar Rp.535.547 per kapita per
bulan atau Rp.17.852 per kapita per hari. Angka ini dibagi menjadi Garis
Kemiskinan Makanan (2.100 kkal per orang per hari) sebesar Rp.397.125 per kapita
per bulan atau Rp.13.237,5 per kapita per hari dan Garis Kemiskinan Non-Makanan
(pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, transportasi, dll.) sebesar Rp.138.422 per
kapita per bulan atau Rp.4.614 per kapita per hari. Jika terdapat individu atau
masyarakat memiliki pengeluaran di bawah angka tersebut dalam sebulan maka
dikategorikan miskin.

Berbeda dengan standar kemiskinan yang diterapkan oleh BPS, Bank Dunia
memiliki 3 standar garis kemiskinan berdasarkan International Poverty Line,
pengeluaran sebesar US$2,15 per kapita per hari untuk negara berpendapatan
rendah, pengeluaran sebesar US$3,65 per kapita per hari untuk negara
berpendapatan menengah ke bawah (kategori Indonesia sampai dengan tahun 2018
dan 2020-2022), pengeluaran sebesar US$6,85 per kapita per hari untuk negara
berpendapatan menengah ke atas (kategori Indonesia sejak 2019 dan 2023-saat ini).

Lebih lanjut, ketiganya dinyatakan dalam US$ PPP (Purchasing Power Parity) atau
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metode yang digunakan untuk membandingkan daya beli setiap negara. Jika
menggunakan standar Bank Dunia, maka tingkat kemiskinan Indonesia akan
melonjak tajam. Ini dikarenakan Bank Dunia mengelompokkan Indonesia ke dalam
negara berpendapatan menengah ke atas berdasarkan Gross National Income (GNI)
sehingga garis kemiskinan yang digunakan adalah US$ 6,85 per kapita per hari.

Kedua standar kemiskinan tersebut, baik menurut BPS maupun Bank Dunia
memiliki metodenya tersendiri seperti yang telah dijelaskan. Namun, data yang
digunakan dalam penelitian ini berupa data tingkat kemiskinan yang diperoleh dari
BPS. Penggunaan data tingkat kemiskinan versi BPS digunakan dalam penelitian
ini dikarenakan BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan
kebutuhan dasar yang dianggap lebih mencerminkan kebutuhan riil masyarakat
Indonesia. Sedangkan jika menggunakan data Bank Dunia, maka posisi Indonesia
tidak menguntungkan. Ini dikarenakan Indonesia baru saja berada dalam jajaran
negara-negara berpendapatan menengah ke atas, di mana memiliki rentang GNI
yang cukup lebar antara US$4.516-US$14.005. Sementara itu, GNI Indonesia baru
berada di US$4.870 pada tahun 2023 atau berada tipis di atas batas bawah standar
GNI negara-negara berpendapatan menengah ke atas. Hal ini yang mengakibatkan
tingkat kemiskinan Indonesia melonjak tajam jika menggunakan standar Bank
Dunia.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
mendefinisikan strategi pengentasan kemiskinan sebagai kerangka kebijakan yang
bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui pendekatan yang
terintegrasi dan berbasis bukti. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat miskin dengan mengurangi beban pengeluaran,
meningkatkan pendapatan dan meminimalkan kerentanan mereka terhadap risiko

sosial dan ekonomi.

3.5  Teknik Analisis

Dengan mempertimbangkan dampak dari program-program pengentasan
kemiskinan yang memerlukan waktu untuk terlihat dampaknya maka penelitian ini
akan menggunakan regresi data panel dinamis. Di mana regresi data panel dinamis

merupakan penerapan metode kedinamisan pada suatu data saat ini yang
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mempunyai hubungan dengan data sebelumnya. Terdapat keunggulan pada model
data panel dinamis, yakni dapat mengukur efek jangka pendek dan efek jangka
panjang (Nabilah & Setiawan, 2016). Dalam regresi panel dinamis, lag variabel
dependen dalam model dianggap sebagai variabel bebas, atau dengan kata lain, nilai
suatu variabel dipengaruhi oleh variabel itu sendiri di masa lampau (Robbi &
Farida, 2023).

Dalam menganalisis data panel dinamis, penelitian ini menggunakan teknik
analisis Generalized Method of Moment (GMM). Mengapa teknik ini dipilih dan
mengapa tidak menggunakan teknik lain seperti Ordinary Least Square (OLS).
Menjawab pertanyaan itu, penelitian ini telah merangkum perbedaan keduanya dari
beberapa artikel terdahulu. Seperti dalam penelitian Samiani et al. (2024) yang
menggunakan GMM dengan alasan jika OLS tidak bisa menangani variabel
endogen dengan baik dan tidak memperhitungkan efek lag seperti yang ada dalam
penelitiannya yang menunjukkan bahwa variabel kemiskinan tahun lalu
berpengaruh ke kemiskinan tahun berjalan. Penelitian Kurita et al. (2010)
mencontohkan hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan, dan ketimpangan yang
bersifat dinamis dan dapat saling memengaruhi, jika menggunakan OLS maka
hasilnya menjadi bias dan inkonsisten karena tidak bisa memisahkan pengaruh
simultan. Selanjutnya, penelitian Januardi & Utomo (2017) memilih teknik analisis
GMM Kkarena teknik ini tidak sesensitif OLS terhadap asumsi klasik. Selain itu,
menurut penelitian Zameer et al. (2020), penggunaan GMM dapat mengurangi
permasalahan multikolinieritas atau dengan kata lain GMM dapat mengurangi
risiko korelasi antarvariabel independen yang sering muncul dalam data
pembangunan wilayah.

Berdasarkan data pada variabel dalam penelitian ini, terdapat jumlah
periode waktu sebanyak 8 tahun yaitu tahun 2015-2022 dan jumlah objek penelitian
sebanyak 9 provinsi di Indonesia Timur, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat,
Maluku, Papua Barat dan Papua. Dengan demikian, persamaan model regresi data

panel dinamis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
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POVit = ﬁO + ﬁIPOVi(t_l) + ﬁzSCASit + ﬁgNSARit + ﬁ4SCPRL't + ,BSLFEPit
+ BFLPRy + B,NMSB;, + BoGINI; + BoLFPR; + u;,

Di mana:

POVit = tingkat kemiskinan

POVi-1) = lag tingkat kemiskinan

SCAS = social assistant, anggaran bantuan sosial pemerintah daerah
NSAR = number of social assistant recipients, jumlah penerima bantuan
sosial

SCPR = school participation rate, angka partisipasi sekolah

LFEP = life expectancy, angka harapan hidup

FLPR = formal labor participation rate, tingkat partisipasi tenaga kerja
formal

NMSB = number of micro and small business, jJumlah UMK

GINI = tingkat ketimpangan

LFPR = labor force participation rate, tingkat partisipasi angkatan kerja
Bo = konstanta

B1 = koefisien lag tingkat kemiskinan

Ba2-9 = koefisien regresi program pengentasan kemiskinan (Xz-9)

u = error term

i = data 9 provinsi di Indonesia Timur

t = data tahun 2015-2022

Model yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan macro
modelling. Meskipun terdapat variabel yang mengukur aspek individual atau sektor
tertentu, misalnya jumlah usaha mikro dan kecil, namun fokus utamanya adalah
evaluasi dari kebijakan atau pun strategi pengentasan kemiskinan dalam skala
regional (Indonesia Timur).

3.5.1 Pengujian Model Estimasi
3.5.1.1 First-Different Generalized Method of Moment (FD-GMM)

Model yang pertama adalah first-difference Generalized Method of Moment
(FD-GMM) atau juga dikenal sebagai Arellano-Bond Generalized Method of
Moment (AB-GMM). Instrumen tambahan dapat diperoleh dalam model data panel
dinamis jika memanfaatkan kondisi ortogonalitas (tidak ada korelasi dengan error
term) yang ada antara nilai lag yit dan gangguan vit (Arellano & Bond, 1991).
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Persamaan FD-GMM pada kondisi awal (initial model) adalah sebagai berikut

(Baltagi, 2005).
Vit = Syi,t—l + Uit i= 1, veny N ; t= 1, veey T

Di mana Uit = it + Vit dengan i ~1I1D(0, 04%) dan vic ~1ID (0, 0+?), saling
bebas satu sama lain. Untuk mendapatkan estimasi 6 yang konsisten untuk N = oo
dengan T tetap, persamaan berikut ditransformasi ke dalam bentuk first difference

untuk menghilangkan efek individu (Baltagi, 2005).
Vit = Vit-1 = 0Vit-1 = Vit-2) + (Wie = Vip-1)

Di mana (vit - vi,t—1) adalah MA(1) dengan akar unit. Penduga AB-GMM
dapat terkendala oleh bias sampel terbatas (Blundell & Bond, 1998). Keberadaan
bias sampel terbatas dapat dideteksi dengan mengkomparasi hasil AB-GMM
dengan penduga alternatif dari parameter autoregresif. Dalam Autoregressive(1)
atau AR(1), pooled least square akan memberikan suatu estimasi dengan bias ke
atas (biased upward) dengan keberadaan pengaruh individu (individual-specific
effect). Di sisi lain fixed effect akan memberikan dugaan dengan bias ke bawah
(biased downward). Selanjutnya penduga konsisten dapat diekspektasi di antara
penduga pooled least square dan fixed effect. Bila penduga AB-GMM dekat atau
dibawah penduga fixed effect maka kemungkinan penduga AB-GMM akan biased
downward yang dapat disebabkan oleh lemahnya instrumen (Baltagi, 2005).

3.5.1.2 Arellano-Bond System Generalized Method of Moment (SYS-GMM)
Model yang kedua adalah Blundell dan Bond System GMM (Sys-GMM).
(Blundell & Bond, 1998) meninjau kembali pentingnya memanfaatkan kondisi
awal dalam menghasilkan penduga yang efisien model data panel dinamis ketika T
(periode waktu penelitian) berukuran kecil. Blundell dan Bond mempertimbangkan

model data panel autoregresif sederhana tanpa regressor eksogen (Baltagi, 2005).
Yie = 6Yie-1 + Ui + Uy

Dengan E(ui) =0, E(vit) =0 dan E(uivi) =0untuki=1,2,...,N;t=1, 2,
..., T.(Blundell & Bond, 1998) fokus pada kasus di mana T = 3 dan oleh karena
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itu hanya ada satu kondisi ortogonalitas yang diberikan oleh E(yi1 A vis) = 0,
sehingga & dapat teridentifikasi. Dalam hal ini, regresi tahap pertama diperoleh
dengan meregresikan Ayi, pada yi1 (Baltagi, 2005).

Blundell dan Bond menghubungkan bias dan presisi yang buruk dari
estimator FD-GMM dengan instrumen yang lemah dan dicirikan dengan
konsentrasi parameternya. Selanjutnya, Blundell dan Bond menunjukkan bahwa
pembatasan stasioneritas ringan tambahan pada proses kondisi awal
memungkinkan penggunaan estimator SYS-GMM diperluas menggunakan
perbedaan lag dari yit sebagai instrumen untuk persamaan di tingkat level, selain
tingkat lag dari yit sebagai instrumen untuk persamaan dalam first differences.
Penduga SYS-GMM terbukti memiliki peningkatan efisiensi dibandingkan dengan
FD-GMM karena & = 1 dan (o.%/0x%) meningkat (Baltagi, 2005).

3.5.2 Menentukan Model Estimasi Terbaik

Dalam menentukan atau memilih model terbaik pada data panel dinamis,
dilakukan pengujian menggunakan 3 kriteria yakni validitas instrumen, konsistensi
dan tidak bias.

3.5.2.1 Uji Validitas Model (Uji Sargan)

Uji Sargan digunakan untuk mengidentifikasi validitas keseluruhan variabel
instrumen yang jumlahnya melebihi jumlah parameter yang diduga (kondisi over-
identifying) dengan hipotesis nol yaitu instrumen valid (over-identifying
restrictions are valid, variabel instrumen tidak berkorelasi dengan error) (Baltagi,
2005). Selain untuk menguji validitas variabel instrumen, uji ini digunakan juga
untuk melihat apakah data residual estimasi GMM terjadi homoskedastisitas.

Dengan demikian, hipotesis Uji Sargan adalah sebagai berikut.

Ho : Variabel instrumen valid
Ha : Variabel instrumen tidak valid
Jika nilai probabilitas chi-square lebih besar dari tingkat signifikansi

(alpha) 0,05 maka Ho diterima sehingga validitas instrumen telah tercapai dan
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sudah memenuhi kriteria ‘valid’. Sedangkan jika nilai probabilitas chi-square lebih
kecil dari 0,05 maka Ho ditolak sehingga belum memenubhi kriteria ‘valid’.

3.5.2.2 Uji Konsistensi Model (Uji Arellano-Bond)

Uji Arellano Bond digunakan untuk memastikan error term tidak
berkorelasi serial pada AR(2) sehingga estimasi yang diperoleh konsisten
(Arellano, 2003). Hasil yang diharapkan adalah tidak menolak hipotesis nol dengan
signifikansi 0,05 pada pengujian tersebut. Dengan demikian, hipotesis Uji AB
adalah sebagai berikut.

Ho : Tidak terdapat autokorelasi
Ha : Terdapat autokorelasi

Jika nilai probabilitas z-Statistic pada AR(2) lebih besar dari tingkat
signifikansi 0,05 maka Ho diterima sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat
autokorelasi dan sudah menenuhi kriteria ‘konsisten’. Sedangkan jika nilai
probabilitas z-Statistic pada AR(2) lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak sehingga

terdapat autokorelasi.

3.5.2.3 Uji Ketidakbiasan pada Model

Uji terakhir yang dilakukan dalam memenuhi syarat model terbaik yakni
dengan menguji ketidakbiasan pada model. Suatu model GMM dikatakan sudah
memenuhi kriteria ‘tidak bias’ apabila estimator (penduga) model GMM yang
digunakan berada di antara estimator Fixed Effect Model (FEM) dan Pooled Least
Square (PLS). Dengan kata lain, sebuah model dikatakan tidak bias apabila nilai
koefisien dari variabel lag dependen atau lag(Y) pada model GMM berada pada

rentang antara nilai koefisien dari variabel lag dependen pada model FEM dan PLS.

3.5.3 Uji Signifikansi

Dalam analisis data panel dinamis, uji signifikansi secara parsial
menggunakan Uji z. Menurut Gujarati & Porter (2009), uji z digunakan untuk
menguji signifikansi masing-masing varibel independen atau pengaruh dari

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Jika probabilitas z-
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Statistic lebih kecil dari atau sama dengan 0,05 maka variabel independen memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam tingkat signifikansi

0,05. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini diuji melalui Uji z untuk melihat

pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hipotesis

model yang menganalisis program pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut.

1)

2)

3)

4)

5)

Strategi pengentasan kemiskinan dengan peningkatan bantuan sosial, variabel
anggaran bantuan sosial (X1)

Ho : B1 = 0, tidak ada pengaruh dari anggaran bantuan sosial (X1) terhadap
tingkat kemiskinan ()

Ha : B1 < 0, terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari anggaran bantuan
sosial (X1) terhadap tingkat kemiskinan (Y)

Strategi pengentasan kemiskinan dengan peningkatan bantuan sosial, variabel
jumlah penerima bantuan sosial (X2)

Ho: B2 = 0, tidak ada pengaruh dari jumlah penerima bantuan sosial (X>)
terhadap tingkat kemiskinan (Y)

Ha : B2 < 0, terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari jumlah penerima
bantuan sosial (X2) terhadap tingkat kemiskinan ()

Strategi pengentasan kemiskinan dengan peningkatan akses terhadap layanan
dasar di bidang pendidikan, variabel angka partisipasi sekolah (X3)

Ho : Bs = 0, tidak ada pengaruh dari angka partisipasi sekolah (X3) terhadap
tingkat kemiskinan (Y)

Ha : B3 < O, terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari angka partisipasi
sekolah (X3) terhadap tingkat kemiskinan ()

Strategi pengentasan kemiskinan dengan peningkatan akses terhadap layanan
dasar di bidang kesehatan, variabel angka harapan hidup (Xa)

Ho : B4 = 0, tidak ada pengaruh dari angka harapan hidup (Xa4) terhadap tingkat
kemiskinan (Y)

Ha : B4 <0, terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari angka harapan hidup
(X4) terhadap tingkat kemiskinan (Y)

Strategi pengentasan kemiskinan dengan peningkatan pemberdayaan

masyarakat, variabel tingkat partisipasi tenaga kerja formal (Xs)



6)

7)

8)
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Ho : Bs = 0, tidak ada pengaruh dari tingkat partisipasi tenaga kerja formal (Xs)
terhadap tingkat kemiskinan (Y)

Ha : Bs < 0, terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari tingkat partisipasi
tenaga kerja formal (Xs) terhadap tingkat kemiskinan (Y)

Strategi pengentasan kemiskinan dengan peningkatan pemberdayaan
masyarakat, variabel jumlah usaha mikro dan dan kecil (Xe)

Ho : Bs = 0, tidak ada pengaruh dari jumlah usaha mikro dan kecil (Xs) terhadap
tingkat kemiskinan (Y)

Ha : Bs < 0, terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari jumlah usaha mikro
dan kecil (Xe) terhadap tingkat kemiskinan (Y)

Strategi pengentasan kemiskinan dengan peningkatan pembangunan inklusif,
variabel ketimpangan pendapatan (X7)

Ho : B7 = 0, tidak ada pengaruh dari ketimpangan pendapatan (X7) terhadap
tingkat kemiskinan ()

Ha : B7 > 0, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari ketimpangan
pendapatan (X7) terhadap tingkat kemiskinan (Y)

Strategi pengentasan kemiskinan dengan peningkatan pembangunan inklusif,
variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (Xs)

Ho: Bs = 0, tidak ada pengaruh dari tingkat partisipasi angkatan kerja (Xs)
terhadap tingkat kemiskinan ()

Ha : Bs < 0O, terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari tingkat partisipasi
angkatan kerja (Xs) terhadap tingkat kemiskinan ()
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V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil olah data, analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan

pada bab sebelumnya, berikut adalah ringkasan keseluruhan hasil tesis ini.

1.

Strategi pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial yang
diproksikan dengan jumlah nominal bantuan sosial berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur dengan taraf
signifikansi 5 persen dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang
tidak signifikan.

Strategi pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial yang
diproksikan dengan jumlah penerima bantuan sosial berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur dengan taraf
signifikansi 5 persen dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang
tidak signifikan.

Strategi pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap layanan
dasar di bidang pendidikan yang diproksikan dengan angka partisipasi sekolah
tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur.

Strategi pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap layanan
dasar di bidang kesehatan yang diproksikan dengan angka harapan hidup tidak
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur.

Strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang
diproksikan dengan tingkat partisipasi tenaga kerja formal berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur dengan taraf
signifikansi 5 persen dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang
tidak signifikan.

Strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang

diproksikan dengan jumlah usaha mikro dan kecil tidak signifikan terhadap
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tingkat kemiskinan di Indonesia Timur dalam jangka pendek, sedangkan dalam
jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan dengan taraf signifikansi 5
persen.

7. Strategi pengentasan kemiskinan melalui pembangunan inklusif yang
diproksikan dengan rasio ketimpangan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur dengan taraf signifikansi 10
persen dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang tidak signifikan.

8. Strategi pengentasan kemiskinan melalui pembangunan inklusif yang
diproksikan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak signifikan terhadap
tingkat kemiskinan di Indonesia Timur.

5.2  Saran

Setelah  disimpulkan ~ menjadi  beberapa poin dan  dengan
mempertimbangkan keseluruhan hasil dari penelitian ini, berikut adalah beberapa
saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Secara jangka pendek, terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah
nominal bantuan sosial, jJumlah penerima bantuan sosial, partisipasi tenaga kerja
formal dan tingkat ketimpangan. (1) Terkait dengan jumlah nominal bantuan sosial,
pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan nominal bantuan sosial
yang diberikan kepada masyarakat rentan di Indonesia Timur dalam memenubhi
kebutuhan hidupnya, sembari pemerintah memberikan pelatihan dan kesempatan
bekerja agar masyarakat rentan tersebut dapat keluar dari kemiskinan dan tidak
bergantung pada bantuan sosial secara jangka panjang. (2) Pemerintah juga harus
meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas program bantuan sosial untuk
memastikan bahwa lebih banyak orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan
bantuan. Namun, setelah masyarakat rentan tersebut keluar dari kemiskinan karena
telah menerima pelatihan atau kesempatan bekerja, maka pemerintah tidak perlu
memasukkan mereka ke dalam penerima bantuan agar mereka memiliki
kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. (3) Selanjutnya, terkait dengan
partisipasi  tenaga kerja formal, penting bagi pemerintah  untuk
mengimplementasikan kebijakan yang mendorong kualitas tenaga kerja dan

kuantitas lowongan pekerjaan. Termasuk mendorong perusahaan untuk
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memberikan upah dan tunjangan yang adil serta mendukung hak-hak pekerja
melalui peraturan ketenagakerjaan. Ditambah program pelatihan yang disesuaikan
dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. (4) Terakhir, terkait dengan tingkat
ketimpangan, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan-
kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di
masyarakat. Selain itu, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif seperti
mendukung pembangunan yang melibatkan masyarakat lokal dapat membantu
mendistribusikan sumber daya secara lebih merata di berbagai segmen masyarakat.

Secara jangka panjang, terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah usaha
mikro dan kecil. Untuk meningkatkan potensi jangka panjang usaha mikro dan kecil
(UMK) dalam pengentasan kemiskinan, pemerintah harus fokus pada penciptaan
lingkungan yang memungkinkan kegiatan ini berkembang. Semisal kemudahan
perizinan pendirian usaha dan program pelatihan yang meningkatkan keterampilan
kewirausahaan masyarakat. Selain itu, membina kemitraan antara UMK dan
perusahaan yang lebih besar dapat memfasilitasi akses pasar dan mendorong
pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Terakhir, terdapat pengaruh yang tidak signifikan baik dalam jangka pendek
maupun jangka panjang dari angka partisipasi sekolah, angka harapan hidup dan
tingkat partisipasi angkatan kerja. (1) Terkait dengan angka partisipasi sekolah,
pemerintah perlu mengalihkan fokusnya dari sekadar meningkatkan angka
partisipasi sekolah menjadi meningkatkan kualitas pendidikan. Selama pemerintah
hanya dapat membangun infrastruktur dan meningkatkan angka partisipasi sekolah
semata namun mengabaikan kualitas hasil pendidikan, seperti minimnya kualitas
lulusan di suatu institusi pendidikan di Indonesia Timur, maka hal ini akan menjadi
sia-sia. (2) Terkait dengan angka harapan hidup, pemerintah harus memprioritaskan
tidak hanya meningkatkan akses kesehatan tetapi juga meningkatkan kualitas
layanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat miskin. Kemudian,
mempromosikan langkah preventif dan pengetahuan dasar tentang kesehatan
kepada masyarakat miskin agar mereka bertanggung jawab atas kesehatan mereka
sendiri dan pada akhirnya mengarah pada hasil kesehatan yang lebih baik sehingga
dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. (3) Terakhir, terkait dengan

tingkat partisipasi angkatan kerja, penting bagi pemerintah untuk menciptakan
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peluang kerja di berbagai sektor sambil memastikan bahwa pekerja memiliki akses
ke pelatihan dan pendidikan yang diperlukan agar dapat bersaing secara efektif di
pasar kerja. Selain itu, mengatasi hambatan seperti diskriminasi (misalnya batas
usia, tinggi badan, penampilan, warna kulit dll.) atau kesenjangan geografis
(misalnya khusus Jabodetabek, Pulau Jawa, luar Pulau Jawa, Indonesia Timur dll.)
dalam ketersediaan lapangan kerja sangat penting untuk meningkatkan partisipasi

angkatan kerja.
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